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ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah
memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada
masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara
langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah
dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan
pembangunan. BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari
masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan
fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan
masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat
dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan
Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik
Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut
dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:
“Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir
kabupaten malang.

Berdasakan hasil wawancara di atas dapat di diketahui bahwa tugas sebagai
BPD sebagaimana terjadi di Desa Pandanglandung yaitu Selain mengetahui
kebutuhan masyarakat, melalui musyawarah juga akan terungkap setiap aspirasi—
aspirasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawban ini di maksudkan agar seluruh
masyarakat mengetahui aspek-aspek kebijakan yang sudah di lakukan oleh
pemerintah desa pandanlandung, seperti kebijakan menjaga lingungan dari sampah,
menjaga solidaritas antar masyarakat. dan apa yang di harapkan oleh masyarakat
Desa padanlandung karena setiap kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh BPD
harus juga selaras dengan kebutuhan masyarakt Desa supaya tidak terciptanya
permasalahan.

Pelaksanaan Peran BPD di Desa Pandanglandung Kabupaten Malang
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsinya
dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran
aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan
mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Padabglandung Kabupaten Malang
ditemukan konsekuensi hukum yang diterapkan yaitu sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan pemberhentian sebagai anggota BPD.

Kata kunci: Peran dan Fungsi BPD Pandan Landung



ABSTRAC

Law Number 23 of 2014 concerning regional government has provided various
changes towards improving the welfare of the community through good service, as
well as maximum performance in a direct and transparent manner. With regional
autonomy, local governments can pay more attention to remote areas in the
framework of equitable development. The BPD is a deliberative body whose
members come from the village community and are democratically elected. Besides
carrying out its function as a connecting place, between the Village Head and the
community. With the BPD it is hoped that the aspirations of the community will be
conveyed in carrying out village physical development tasks in line with the Village
Head's policies in carrying out tasks. In this case the task of the Village
Consultative Body is to oversee the implementation of the village's physical
development which is managed by the Village Head as the Village government.

Based on the description contained in the background above, the following is
formulated regarding some of the main issues in this study, namely: "What are the
roles and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Development carried
out in Pandanlandung Village, Wagir District, Malang Regency.

Based on the results of the interview above, it can be seen that the task of being a
BPD is the same as what happened in Pandanglandung Village, namely that apart
from knowing the needs of the community, through deliberations it will also reveal
every aspiration from the community, this accountability report is intended so that
all people know the aspects of the policies that have been implemented. carried out
by the Pandanlandung village government, such as the policy of protecting the
environment from garbage, maintaining solidarity between communities. and what
is expected of the Padanlandung Village community because every policy and
decision taken by the BPD must also be aligned with the needs of the Village
community so that problems do not create.

Implementation of the Role of the BPD in Pandanglandung Village, Malang
Regency The presence of the Village Consultative Body (BPD) has carried out its
function in absorbing and channeling community aspirations to support
development in accordance with the needs of all village communities. This
channeling of aspirations really helps the community in expressing opinions and
submitting important proposals for the benefit of village development in
accordance with Regional Regulation Number 16 of 2017 concerning the Village
Consultative Body. In carrying out the role of the Village Consultative Body in
accommodating and channeling community aspirations in Padabglandung Village,
Malang Regency, legal consequences were found to be applied, namely
administrative sanctions in the form of written warnings and dismissal as members
of the BPD.

Keywords: Role and Function of BPD Pandan Landung
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